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ABSTRAK 

Mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama islam, perhatian mereka  
terhadap haji sangat besar, sebab, haji merupakan rukun islam yang kelima atau 
terakhir yang wajib dilaksanakan jika mampu. Namun demikian, tidak sedikit pula 
umat muslim Indonesia yang melakukan haji lebih dari satu kali, bahkan sampai 
berkali-kali. Fakta yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad adalah beliau 
melaksanakan ibadah haji hanya sekali seumur hidup. 

Masalah waiting list haji merupakan masalah sosial, yang di dalamnya terjadi 
antrean antara calon jemaah haji yang satu dengan yang lain sekarang sampai belasan 
tahun, baik itu haji regular ataupun khusus. Penulis berasumsi bahwa, salah satu 
penyebab terjadinya waiting list adalah pengulangan haji. Pengulangan haji 
merupakan melaksanakan ibadah haji dan mengulangi ibadah hajinya untuk yang 
kedua, ketiga dan seterusnya. Hal ini begitu memprihatinkan, sebab, masyarakat luas 
belum memahami kedudukan hukum yang harus diutamakan sampai urutannya 
kebawah. Fikih menghukumi ibadah haji yang kedua, ketiga dan seterusnya adalah 
sunah. Menurut pandangan kaidah fikih, perbuatan kewajiban tidak boleh digantikan 
atau digeser oleh perbuatan sunah. Melalui sudut pandang jarimah takzir yang 
menekankan kemaslahatan umum dan segala perbuatan yang dikenai sanksi adalah 
segala bentuk perbuatan maksiat. 

Menyikapi hal tersebut di atas, penulis mencoba mengkaji dapat atau tidak 
pengulangan ibadah haji di Indonesia dikriminalisasi dan jika dapat, apa bentuk-
bentuk sanksi yang dikenakan kepada pengulangan haji di Indonesia. 

Penelitian pada skripsi ini bersifat kajian pustaka dan lapangan, dalam 
pengambilan data dilakukan di daftar bacaan dan di lapangan dengan cara meminta 
daftar dan catatan-catatan di Kemenag serta wawancara terhadap tokoh dan para 
pengulang haji. Data-data yang dikumpulkan kemudian dideskripsikan dan dianalisis, 
baik melalui hukum islam maupun dengan situasi dan kondisi serta fakta yang terjadi, 
yang kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. 

Hasil penelitian ini adalah pengulangan haji merupakan suatu perbuatan 
kriminal. Sanksi yang dikenakan kepada pengulang haji adalah melipatgandakan 
biaya ibadah haji yang kedua dan ibadah haji yang ketiga dicoret dari daftar 
keberangkatan ibadah haji, serta yang keempat dan seterusnya sudah pasti tidak dapat 
mendaftar. 
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MOTTO 

SEGALANYA HARUS LEBIH BAIK 

Çè9#ρ    β) ⎯¡Σ}# ’∀9 £z    ω) ⎦⎪%!# #θΖΒ#™ #θ=ϑãρ Ms=Á9# #θ¹#θ?ρ 

,s9$/ #θ¹#θ?ρ 9Á9$/  

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang 

beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan 

nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. 

Al-Ashr (103): 1-3 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia bukan sekedar sebagai hewan yang berakal, bukan pula benda yang 

sekedar hidup di bawah undang-undang dan kekuasaan, serta bukan pula sebagai 

mesin yang bergerak di bawah hukum tertentu. Dalam diri manusia terdapat hati, 

akal, keimanan, perasaan, ketaatan, kepatuhan dan kecintaan. Dari semua itulah 

terdapat berbagai macam rahasia seperti kekuatan, kecermerlangan, kreasi dan 

pengorbanannya. Dengan hal-hal yang terdapat dalam diri manusia itulah dapat 

membuat hal yang luar biasa serta mengatasi hal yang luar biasa pula. Oleh karena 

itu, Allah mengamanatkan sesuatu yang tidak dapat dipikul oleh makhluk ciptaan 

Allah yang lainnya. 

Agama Islam bertugas mendidik zahir manusia, mensucikan jiwa dan 

membebaskan diri dari hawa nafsu.1 Dalam hal memberikan pendidikan, Islam telah 

mensyari’atkan berbagai macam amalan ibadah, yang pelaksanaan fundamentalnya 

memegang lima rukun Islam. Pertama, mengucapkan dua kalimat syahadat. Kedua, 

mendirikan salat. Ketiga, berpuasa pada bulan Ramadhan. Keempat, membayar zakat. 

Kelima, menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu. 

                                                            
1  Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqiy, Pedoman Haji, (Semarang: PT. Pustaka Rizki 

Putra,1999), hlm. ix. 
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Salat diwujudkan dengan gerakan-gerakan tubuh dan menghadapkan jiwa 

kepada Allah SWT. Zakat diwujudkan dengan menggunakan harta kekayaan untuk 

mensucikan diri dari keserakahan dan kekikiran yang diberikan kepada orang lain. 

Puasa yang diwujudkan dengan mengekang hawa nafsu makan dan minum, 

meningkatkan kesabaran diri. Sedangkan haji, merupakan sekumpulan dari seluruh 

tata cara ibadah di atas, baik yang menggunakan tenaga, harta, dan menahan nafsu 

terlihat jelas dalam ibadah haji. 

Haji2 sebagai ibadah yang difardukan dan menjadi rukun kelima agama Islam, 

tidak lepas dari sejarah nabi-nabi sebelum nabi Muhammad yang sudah sejak 

zamannya nabi Adam sudah menjalankan ibadah tersebut, beliau telah melaksanakan 

ibadah haji tersebut beberapa kali dengan cara tawaf (mengelilingi Ka’bah) setelah 

membangun Ka’bah di Makkah.3 Pada masa nabi Ibrahim bersama putranya, nabi 

Ismail, juga mendapatkan perintah untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. 

Beberapa nabi lainnya, seperti Nuh, Hud, Shaleh, dan Syu’aib juga melaksanakan 

ibadah haji. Hingga pada masa nabi Muhammad, menurut jumhur ulama, ibadah haji 

difardukan pada tahun keenam Hijriyah.4 Pada tahun itulah turun ayat:  

                                                            
2   Haji ialah mengunjungi Mekkah buat mengerjakan ibadah thawaf, sa’i, wuquf di arafah dan 

ibadah-ibadah lain demi memnuhi titah Allah dan mengharap keridaan-Nya. (Sayid Sabiq, Fiqh Sunah, 
alih bahasa: Mahyuddin Syat, Cet. II, Jil. 5, Bandung: Almaarif, 1997, hlm. 26) 

 
3    M. Shaleh Putuhena, Historigrafi, hlm. 21. 
 
4  M. Shaleh Putuhena, Historigrafi Haji Indonesia, (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 

2007), hlm. 6. 
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 5 الله واتموا ا لحج والعمرة

Akan tetapi nabi Muhammad melaksanakan ibadah haji pada tahun kesepuluh 

Hijriyah yang dikarenakan Mekkah pada waktu itu masih dikuasai oleh kaum 

musyrikin. 

Nabi Muhammad hanya sekali melaksanakan ibadah haji.6 Dalam rukun haji 

juga dijelaskan bahwa rukunnya haji adalah wajib sekali dalam seumur hidup, dan 

untuk haji yang kedua dan seterusnya adalah sunah. Pada masa beliau, nabi 

mempunyai kesempatan untuk ibadah tiap tahunnya dan umrah berkali-kali. Dalam 

catatan sejarahnya, nabi melaksanakan ibadah umrah tiga kali, dan umrah yang 

terakhir dilaksanakan dengan pelaksanaan haji beliau yang pertama dan terakhir, 

dalam istilahnya disebut dengan haji wada’. 

Sejak Nabi Muhammad tinggal di Madinah, banyak terjadi peperangan. Dari 

kejadian tersebut harta nabi dipakai untuk membiayai para sahabat yang ikut dalam 

peperangan. Dari peperangan tersebut banyak diantara sahabat yang gugur sebagai 

syuhada, akibatnya banyak wanita yang menjadi janda, orang miskin dan anak yatim. 

Di sanalah harta nabi dipergunakan untuk membantu orang-orang tersebut. Nabi 

Muhammad sudah memberikan contoh serta memerintahkan umat untuk menyantuni 

orang-orang tersebut. Dari hal tersebut dapat penulis pahami bahwa, nabi lebih 

memprioritaskan ibadah sosial berupa sedekah dari pada ibadah individu berupa 

ibadah haji.  

                                                            
5    Al-Baqarah (2): 196 
 
6    M. Shaleh Putuhena, Historigrafi, hlm. 32. 
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Meskipun rentang waktu yang sangat lama sejak diperintahkan melaksanakan 

ibadah haji, dalam pelaksanaannya, umat Islam diseluruh dunia sangat antusias untuk 

melaksanakan ibadah tersebut, sehingga dalam tata pelaksanaannya terdapat 

kebijakan-kebijakan yang mengikat yang berasal dari kepemerintahan Arab Saudi 

untuk negara-negara yang hendak memberangkatkan jemaahnya ke tanah suci, seperti 

penglolaan, pelayanan, manajemen pelaksanaannya, serta batasan kuota tiap Negara. 

Di Indonesia sendiri juga mengatur ibadah haji dalam Undang-undang No. 13 Tahun 

2008 Tentang Penyelengaaraan Ibadah Haji. 

Undang-undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 

menyebutkan bahwa, penyelenggaraan haji merupakan tugas nasional dan menjadi 

tanggung jawab Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Menteri Agama. 

Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, 

profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.7 Sehubungan dengan bunyi 

pasal tersebut, terdapat kata “keadilan”, penyelenggaraan ibadah haji harus 

didasarkan pada prinsip keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi 

setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam. 

Pada perkembangannya, tingkat jemaah ibadah haji Indonesia merupakan 

salah satu Negara dengan jumlah penduduk yang beragama Islam terbesar di dunia, 

sehingga setiap tahun Indonesia menjadi salah satu Negara dengan jumlah jemaah 

terbesar dibandingkan dengan Negara-negara lain di dunia. Keputusan Menteri 

                                                            
7       Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, BAB II, 

ASAS DAN TUJUAN, Pasal 2. 
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Agama tentang penetapan kuota haji tahun 1433 H sejumlah  211.000 jemaah.8 Kuota 

dasar jemaah haji Indonesia sebesar 211.000 itu terdiri dari 194 ribu jemaah reguler 

dan 17 ribu kuota haji khusus.9 

Dari angka tersebut terdapat jemaah yang baru pertama kali melaksanakan 

haji dan ada juga mengulangi ibadah haji yang kedua, ketiga dan seterusnya. Dari 

fakta yang terjadi di Indonesia, orang yang melakukan ibadah haji secara berulang-

ulang tidaklah sedikit, sehingga sekarang ini, dari beberapa media massa 

memberitakan bahwa terdapat waiting list yang lamanya mencapai 11 tahun. Dari 

Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) yang disampaikan pada forum 

“IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV” MUI di Pondok 

Pesantren Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, 29 Juni 2012. Secara 

nasional daftar tunggu calon jamaah haji hingga kini sudah mencapai sekitar 1,9 juta 

orang, sementara kuota haji Indonesia setiap tahunnya hanya 211.000 orang, sehingga 

semakin hari semakin panjang daftar tunggu (waiting list) untuk keberangkatan haji.10 

                                                            
8     Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penetapan 

Kuota Haji Tahun 1433 H/2012 M. 
 

9    Aria Triyudha, Daftar Tunggu Haji Capai 1,7 Juta Orang, Menag Ajukan Tambahan Kuota 
Haji, “http://www.jurnas.com/news/59817/Daftar_Tunggu_Haji_Capai_1,7_Juta_Orang,_Men-
ag_Ajukan_Tambahan_Kuota_Haji/1/Sosial_Budaya/Religi.htm, akses 2 juni 2012. 

 
10      Ikatan Persaudaraan Ibadah Haji (IPHI), Disampaikan pada forum “IJTIMA’ ULAMA 

KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV” MUI di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, 
Tasikmalaya, Jawa Barat, 29 Juni 2012. 
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Pengulang haji11 diasumsikan menjadi salah satu yang menyebabkan 

melonjaknya waiting list. Selain hal tersebut adanya wacana yang menjadi salah satu 

penyebab terjadinya waiting list adalah dana talangan haji, yang diatur dalam fatwa 

MUI no 29 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji. Dana talangan haji pada dasarnya 

adalah sebuah pinjaman bagi mereka (nasabah) yang ingin mendapatkan porsi haji 

namun dana yang mereka miliki tidak mencukupi untuk mendapatkan porsi haji12 di 

Kemenag. Artinya dana talangan ditujukan untuk mencukupi kekurangan dana untuk 

memenuhi persyaratan minimum mendapatkan porsi haji. 

Setiap tahunnya, jemaah haji semakin bertambah banyak dan hal ini perlu kita 

waspadai. Jika setiap tahun jemaah haji makin bertambah banyak, setiap tahunnya 

pula waiting list-nya juga bertambah lama. Dalam daftar tunggu yang selama itu tidak 

sedikit yang gagal melaksanakan ibadah haji. Hal ini disebabkan adanya beberapa 

faktor misalnya, sakit, meniggal dunia, dan mempunyai keperluan mendadak. Dari 

ketiga hal tersebut, di dalam masa penugguan masih sehat, normal dan berkecukupan 

dalam berkehidupan. Akan tetapi, ketika datang tanggal akan diberangkatkan 

beribadah haji mendadak sakit, meninggal dunia serta berkebutuhan mendadak yang 

besar, yang berakibat gagal melaksanakan ibadah haji. 

Ada beberapa fakta yang menjadi contoh dari faktor gagalnya naik haji 

tersebut, diantaranya penulis mendapatkan surat yang dikirimkan ke majalah Realita 

                                                            
11    Pengulang haji adalah orang yang pernah haji dan untuk mengulangi ibadah hajinya 

hingga berkali-kali dan tidak merupakan petugas haji. 
 
12    Dana Talangan Haji, http://danatalanganhajibtnsyariah.blogspot.com/, akses 24 

September 2012. 
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Haji II tahun 2012. Isi dari surat tersebut sebagai berikut: “Saya punya saudara 

(kakak) yang telah mendapat nomor porsi estimasi keberangkatan tahun 2014, tapi 

Allah berkehendak lain, beliau meninggal Desember 2011.”13 

Pada dasarnya pengulangan ibadah haji merupakan ibadah yang sangat wajar 

dilaksanakan diseluruh kalangan umat muslim seluruh dunia. Akan tetapi, ketika 

realita yang terjadi di Indonesia sudah seperti yang telah dideskripsikan di atas, maka 

yang terjadi adalah kurangnya kemaslahatan umat muslim. 

Di sisi lain, jika kita melihat Negara Indonesia, potret kemiskinan, banyaknya 

kesenjangan sosial ada di mana-mana. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, apakah 

Islam membenarkan umatnya dengan semau hatinya untuk melaksanakan ibadah haji 

berulang-ulang sedangkan kemiskinan dan kesenjangan sosial ada di mana-mana? 

Apakah dana talangan haji sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah haji? 

Dan bagaimana umat yang melaksanakan ibadah haji yang hendak melaksanakannya 

untuk yang pertama kalinya akan tetapi gagal karena waiting list-nya bertahun-tahun? 

Terjadinya perubahan kondisi dan situasi, waktu dan tempat adalah dasar yang 

menjadikan suatu hukum berubah. Dalam hal penyelenggaraan ibadah haji inilah, 

maka pemerintah Indonesia harus lebih memerhatikan kemaslahatan masyarakat yang 

menyeluruh. Dari kasus di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam hal 

penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia masih diperlukan pembaharuan hukum 

serta peraturannya.  

                                                            
13    Ibid. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, 

agar pembahasan ini lebih terarah dan terencana perlu dirumuskan permasalahan-

permasalahan yang diharapkan mampu membantu menguak persoalan-persoalan di 

atas atau sebagai bahan acuan penelitiannya. Di dalam latar belakang masalah 

terdapat dua penyebab melonjaknya waiting list, yaitu dana talangan haji dan 

pengulang haji. Akan tetapi, dalam penelitian kali ini masalah yang diambil dan agar 

lebih spesifik dalam menguraikan adalah pengulang haji. Jadi, pertanyaan yang 

muncul sesuai dengan judul dan latar belakang masalah adalah: 

1. Dapatkah pengulangan haji di Indonesia dijadikan kriminal? 

2. Jika dapat, sanksi apa yang diberikan kepada pengulang ibadah haji di 

Indonesia? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka: 

1. Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengurangi waiting list yang sudah mencapai sepuluh tahun. 

b. Mengurangi angka kegagalan bagi pelaksana ibadah haji untuk yang 

pertama kalinya. 

c. Memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pelaksana ibadah haji 

yang pertama kalinya. 

2. Kegunaan penelitian: 
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a. Dapat menjadi evaluasi bagi kinerja Kementerian Agama khususnya 

dalam penyelenggaraan ibadah haji, sehingga adanya regulasi pada 

pengulang haji. 

b. Dapat memberi kontribusi pemikiran terhadap penyelenggaraan 

ibadah haji di Indonesia.  

D. Telaah Pustaka 

Sejauh telah melakukan penelusuran, penulis belum menemukan literatur 

khususnya mengenai konsep sanksi bagi pengulang haji di Indonesia. Disamping 

terbatasnya literatur pembahasan penulisan ini, tentang pembatasan pelaksanaan 

ibadah haji di Indonesia yang dilakukan berkali-kali masih sangat hangat untuk 

dikaji. Sebab, pembatasan pelaksanaan ibadah haji masih sebatas wacana dan belum 

mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah yang menangani dan mengawasi 

dalam penyelenggaraan ibadah haji, yaitu Kementerian Agama. 

Dalam penelusuran pustaka, penulis menemukan literatur yang berkaitan 

dengan pembahasan tentang ibadah haji yang relevan yakni penelitian skripsi yang 

dilakukan oleh saudara Safwan Kamal14 mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul “Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menggunakan Dana Talangan Haji dari Bank 

Mu’amalat, (Studi Kasus pada Jemaah Haji KBIH Ar Raudhah Yogyakarta).” Skripsi 

                                                            
14  Safwan Kamal, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menggunakan 

Dana Talangan Haji dari Bank Mu’amalat, (Studi Kasus pada Jemaah Haji KBIH Ar Raudhah 
Yogyakarta),” Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, hal. 6. 
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tersebut membahas tentang faktor yang mempengaruhi dan alasan masyarakat 

menggunakan dana talangan haji dari Bank Mu’amalat.  

Selain itu, ada juga karya ilmiah lain yakni skripsi saudara Lilis Nur Faizah15 

mahasiswa Fakultas Syari’ah universitas UIN Sunan Kalijaga yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Keberangkatan Calon Jemaah Haji: 

Kuota Tambahan Indonesia Tahun 2004.” Skripsi tersebut membahas tentang letak 

posisi para pihak yang terkait dengan pembatalan ibadah haji di Indonesia serta akibat 

hukum dari batalnya keberangkatan ibadah haji. 

Selain itu, karya ilmiah yang lain yakni skripsi saudara Moh. Syarih Hidayat16 

yang berjudul “Hukum Haji Badal (Studi Komparasi Antara Imam Abu Hanifah Dan 

Imam Asy-Syafi’i)”. Berdasarkan kajian yang diteliti dari penelitian tersebut adalah 

hukum mana yang lebih relevan diterapkan dari kedua madzhab tersebut. Hasil dari 

penelitian tersebut condong kemadzhab Imam Asy-Syafi’i, karena dasar yang 

digunakan oleh Imam Asy-Syafi’i lebih kuat dari pada Imam Abu Hanifah. 

Dari beberapa literatur tersebut sudah jelas bahwa, perbedaan yang terjadi 

dengan penelitian skripsi yang hendak dilakukan ini adalah mencari penyebab 

waiting list, sehingga dapatkah pengulang ibadah haji di Indonesia ini dapat dikenai 

sanki, serta jika dapat dikenai sanksi. Dari segi hasil penelitian juga terdapat 

perbadaan, di mana penulis jika menemukan pengulang ibadah haji layak untuk 
                                                            

15  Lilis Nur Faizah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Keberangkatan Calon 
Jemaah Haji: Kuota Tambahan Indonesia Tahun 2004,” Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2005, hal. 7. 

 
16   Moh. Syarih Hidayat, “Hukum Haji Badal (Studi Komparasi Antara Imam Abu Hanifah 

Dan Imam Asy-Syafi’i,” Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006, hal. 4. 
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dikenai sanksi, maka penulis menawarkan sebuah regulasi yang dilakukan oleh 

pengulang ibadah haji di Indonesia yang kemudian menjadi bahan evaluasi bagi 

Kementerian Agama. 

 

E. Kerangka Teoretik 

Ibadah dalam rukunnya, wajib dikerjakan sekali seumur hidup, sedangkan 

untuk haji yang kedua, ketiga dan seterusnya hukumnya adalah sunah. Fakta sejarah 

menjelaskan bahwa nabi Muhammad melaksanakan ibadah haji hanya sekali seumur 

hidupnya. Kesempatan-kesempatan yang dimiliki oleh nabi Muhammad sangatlah 

besar, akan tetapi beliau tidak menggunakan kesempatan itu, melainkan kesempatan 

yang ada beliau gunakan untuk membantu wanita-wanita janda, kaum fakir dan 

miskin serta anak yatim piatu. 

Berbeda dengan ibadah haji dewasa ini, ibadah haji yang hanya sekali 

wajibnya justru dilaksanakan berkali-kali. Dengan waiting list  yang masih melonjak, 

eksistensi penglang haji ini membuat adanya ketimpangtindihan antara calon haji 

yang melaksanakan ibadah haji untuk yang pertama kalinya.  

Memang benar bahwa melaksanakan ibadah haji adalah hak setiap warga 

diseluruh kalangan umat muslim diseluruh dunia. Akan tetapi, setiap hak manusia 

yang ada di muka bumi ini dibatasi oleh hak orang lain. Jadi, hak atau kebebasan 

seseorang itu dibatasi oleh hukum karena hak dan kebebasan orang lain juga. 

Kembali kepada persoalan awal yaitu pelaksanaan ibadah haji. Penulis 

mencoba menganalogikakan persoalan pengulangan ibadah haji melalui sisi hukum 
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dengan kaidah-kaidah fikih. Dengan menggunakan teori kaidah-kaidah fikih, maka 

sesuai dengan fungsinya, H. A. Djazuli menyatakan, dengan memerhatikan kaidah-

kaidah fikih akan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang 

dihadapi, yaitu dengan memasukkan masalah tadi atau menggolongkannya kepada 

salah satu kaidah fikih.17 

Dari beberapa masalah yang didapat dari latar belakang masalah, ada kaidah 

fikih yang menyelesaikan benturan-benturan kepentingan antara yang satu dengan 

yang lain dan mana yang harus didahulukan. Kaidah tersebut berbunyi:  

  18المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

Masalah yang terjadi pada pelaksanaan ibadah haji, sangat erat kaitannya 

dengan kemaslahatan umat islam. Terjadinya masalah antara kemaslahatan individu 

dengan individu tentunya, sebab yang bermasalah di sini adalah haji yang kedua, 

ketiga dan seterusnya yang berbenturan dengan haji yang pertama kali. 

Jika memang benar dalam analisis data ditemukannya keganjalan sehingga 

pengulang haji dikenai sanksi, akan sangat penting sekali untuk memahami apa itu 

sanksi/hukuman, yang pastinya dalam ranah Hukum Islam. 

Tentang sanksi/hukuman, yang dalam istilah Arab disebut dengan ‘uqubah. 

Secara terminologi, ‘uqubah yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas 

                                                            
17  H. A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelasikan 

Masalah-masalah Praktis, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 26. 
 
18  Ibid., hlm. 11. 
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perbuatannya melanggar ketentuan syara’ yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya 

untuk kemaslahatan manusia.19 Tujuan dari hukuman dalam syari’at Islam merupakan 

realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri,20 yaitu sebagai bentuk dari pembalasan 

atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan yang dilakukan 

secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Pemidanaan 

dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedaliman atau 

kemadaratan.21 

Adapun prinsip dasar untuk mencapai tujuan sanksi oleh ulama fikih diberi 

beberapa kriteria: 

1. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari 

melakukan suatu tindak kejahatan, bisa menyadarkan dan mendidik bagi 

pelaku jarimah. 

2. Penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan 

kemaslahatan masyarakat. 

3. Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai 

kemaslahatan pribadi dan masyarakat, adalah hukuman yang disyari’atka, 

karena harus dijalankan. 

                                                            
19   A. Rahman Ritonga, dkk., Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 

1997), hlm. 1871. 
 
20  Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 

111. 
 
21  M. Hasbi Ash-Shieddiqi, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 

177. 
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4. Hukuman dalam islam bukan dalam hal balas dendam, tetapi untuk 

melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.22 

Di dalam hukum pidana islam, ada tiga bentuk pelaksanaan hukuman yang 

diperinci dengan mengacu kepada pembagian jarimah menurut berat dan ringannya 

hukuman, yaitu hudud, qishash diyat dan ta’zir.23 Jarimah hudud merupakan jenis 

tindak pidana yang macam dan sanksinya ditetapkan oleh Allah, seperti hukuman 

bagi pezina, yaitu didera dan dirajam. Jarimah qishash diyat adalah suatu kejahatan 

terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) dan anggota badan  (pelukaan) yang diancam 

dengan hukuman qishash (serupa=semisal) atau hukuman diyat (ganti rugi dari si 

pelaku atau ahlinya kepada si korban atau walinya).24 Seperti dalam hal ini adalah 

pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan semi sengaja, menyebabkan kematian 

seseorang karena kealpaan atau kesalahan, pengniayaan dengan sengaja, dan 

menyebabkan orang luka karena kealpaan atau salah.25 Jarimah ta’zir diartikan 

mendidik karena ta’zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia 

menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meniggalkannyadan menghentikannya.26 

Dari pengertian atau definisinya, ta’zir itu adalah hukuman atas jarimah yang bentuk 

hukumannya belum ditetapkan oleh syarak. Di kalangan fukaha, jarimah-jarimah 

                                                            
22   A. Rahman Ritonga, dkk., Ensiklopedi., hlm. 1872. 
 
23   Makhrus Munajat, Hukum., hlm. 123. 
 
24   Ibid., hlm. 165. 
 
25   Ibid. 
 
26 Ibid., hlm. 177-178. 
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yang hukumnya belum ditetapkan oleh syarak dinamakan jarimah ta’zir.27 Dapat 

penulis simpulkan bahwa jarimah ta’zir dapat digunakan untuk hukuman dan dapat 

juga untuk jarimah (tindak pidana). 

Dari tiga jenis bentuk pelaksanaan hukuman yang disesuaikan dengan berat 

dan ringannya suatu hukuman. Maka, pengulang ibadah haji dikategorikan dalam 

jarimah ta’zir. Menurut Makhrus Munajat, jarimah ta’zir terdiri atas perbuatan-

perbuatan maksiat yang tidak dikenakan had dan tidak pula kifarat, dengan demikian 

inti dari jarimah ta’zir adalah perbuatan maksiat.28 Disamping itu juga dapat 

dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum.29 Tidak hanya 

kemaslahatan umum, jika mengganggu kemaslahatan individu juga masuk dalam 

jarimah ta’zir, meski bukan suatu perbuatan maksiat, yang melainkan pada awal 

hukumnya adalah boleh atau mubah. Dalam konteks ini, seseorang mengulangi 

ibadah haji yang kedua, ketiga dan seterusnya hukumnya adalah sunah. Akan tetapi, 

jika mengganggu kemaslahatan  umum dan individu pengulang haji ini dapat dikenai 

jarimah ta’zir. 

 Pengenaan Sanksi/hukuman yang jenis hukumannya adalah jarimah ta’zir, 

dalam penetapan hukumannya belum ditetapkan oleh syarak dan diserahkan kepada 

ulil amri. Akan tetapi, hukuman ta’zir ini jenisnya beragam, jika dimungkinkan 

                                                            
27 Ibid., hlm. 179. 
 
28 Ibid. 
 
29 Ibid. 
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pengulang haji akan dikenai sanksi dan melihat dari jenis hukuman jarimah, maka 

pengulang haji nantinya dalam penelitian skripsi ini dapat digolongkan ke dalam 

salah satu jenis hukuman jarimah tersebut di atas. Sebab, tindakan yang dilakukan 

oleh pengulang haji tersebut telah melanggar kaidah hukum islam.  

Dalam penerapan sanksinya teori yang akan digunakan adalah teori siyasah 

qadhaiyah atau yang dalam bahasa Indonesia berarti sistem peradilan islam. Sistem 

peradilan islam ini merujuk kepada tata cara hakim dalam mengambil keputusan 

terhadap jarimah. Dalam pengambilan keputusan, hakim yang akan mengenakan 

sanksinya terhadap pengulang haji tidak lepas dari putusan-putusan 

secara islami untuk kondisi-kondisi yang berbeda berdasarkan sumber-sumber 

(seperti al-Qur`an, Sunah dan segala sesuatu yang berasal dari keduannya) dan 

menggunakannya. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka (library resarch) 

dengan menggunakan data yang didapat dari berbagai literatur yaitu dokumen-

dokumen Kementerian Agama, peraturan perundang-undangan mengenai 

penyelenggaraan ibadah haji, artikel serta berita tentang waiting list ibadah haji 2011 

dan 2012, kitab-kitab fiqh tentang ibadah haji dan buku-buku terkait. 

2. Sifat Penelitian 
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Penelitian ini bersifat klinis (clinic research) yaitu salah satu jenis penelitian 

hukum Islam yang bersifat normatif yang bertujuan untuk menemukan hukum ‘in 

concreto’ guna menjawab suatu peristiwa hukum tertentu.30 Norma hukum ‘in 

abstracto’ dalam penelitian ini adalah norma hukum Islam tentang pengulangan 

ibadah haji sebagai premis mayor. Sedangkan fakta-fakta yang relevan dengan 

waiting list calon jemaah haji Indonesia tahun 2011 sampai tahun 2012 sebagai 

premis minor. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah dokumen-dokumen dari 

Kanwil Kemenag DIY, peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan 

ibadah haji, artikel serta berita tentang waiting list ibadah haji 2010, 2011 dan 2012, 

kitab-kitab fiqh tentang ibadah haji dan buku-buku terkait. Selanjutnya, adalah 

wawancara, Menurut Prabowo (1996) wawancara adalah metode pengambilan data 

dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah 

dengan bercakap-cakap secara tatap muka.  

4. Analisis Data 

Keseluruhan data yang didapatkan tersebut dianalisis secara deduktif yaitu 

dengan menggunakan norma-norma hukum ibadah haji serta pengulangannya untuk 

                                                            
30  Syamsul Anwar, “Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam,” dalam Amin 

Abdullah, dkk., Madzhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer (Yogyakarta: Fak. 
Syari’ah IAIN Suka dan ar-Ruzz Press, 2002), hlm. 161. 
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memberikan nilai pada peristiwa waiting list sehingga menimbulkan akibat hukum 

dan menawarkan sebuah regulasi pada calon jemaah pengulang haji di Indonesia. 

5. Pendekatan  

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, ialah  pendekatan 

normatif. Artinya dalam pembahasannya melakukan pendekatan terhadap 

permasalahan yang dititikberatkan pada aspek-aspek hukum, dalam hukum Islam 

lebih khusus dalam Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam). 

 

G.  Sistematika Pembahasan 

Agar pembahasan dapat bersifat sistematik sehingga penjabaran yang ada 

dapat dipahami dengan baik, maka dalam pembahasan ini dibagi menjadi lima bab 

yang terdiri dari beberapa sub bab. 

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan dengan tujuan agar diketahui konsep dari 

penelitian skripsi ini. 

Bab kedua, menguraikan tinjauan umum mengenai konsep ibadah haji, hukum 

dan filosofinya, konsep jarimah jarimah takzir, konsep kaidah-kaidah fikih serta 

siyasah qadlaiyah yang digunakan sebagai kerangka teori untuk menganalisis data 

dari segi normatif. 
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Bab ketiga, menguraikan tentang fakta, data daftar haji, pengulang haji di 

Indonesia, dan beberapa sampel serta wawancara. Pada bab ini membahas tentang 

sejarah haji, daftar-daftar haji di Indonesia, dan sampel serta beberapa wawancara 

yang digunakan untuk menganalisis teori dari segi historis. 

Bab keempat menganalisis antara teori, fakta dan data tentang pengulangan 

ibadah haji di Indonesia, yang berisi analisis mungkinkah pengulang haji di Indonesia 

dikenai sanksi serta bagaimana penerapan sanksi terhadap pengulang haji di 

Indonesia. 

Bab kelima yaitu berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran 

atau rekomendasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah memberikan pemaparan secara panjang lebar tentang berbagai hal 

tentang pengulangan haji yang dianalisis sesuai konteks zaman sekarang yang 

dipandang dari sudut filosofi haji, sejarah haji, teori kemaslahatan umum dalam 

takzir, kaidah fikih, serta mengkaji dengan seluruh data yang diperoleh, maka 

didapatlah jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini, yaitu: 

1. Pengulangan haji (i’ădah al-hajj) di Indonesia merupakan suatu perbuatan 

kriminal. Hal tersebut sesuai dengan sudut pandang jarimah takzir yang 

berprinsip pada kemaslahatan umum, dengan mengacu unsur atau sifat 

antara perintah atau larangan yang menjadikan suatu perbuatan tersebut 

menjadi perbuatan maksiat. Begitu pula dari sudut pandang kaidah fikih, 

yang mana perbuatan wajib tidak bisa digeser atau digantikan oleh 

perbuatan sunah. Sudut filosofi serta sejarah haji memandang bahwa, haji 

bukan saja merupakan ibadah individu, melainkan lebih dari itu, yaitu 

ibadah sosial. 

2. Sanksi yang diterapkan terhadap pengulangan haji (i’ădah al-hajj) di 

Indonesia merupakan sanksi jarimah takzir, di mana sanksinya berbentuk 

peringatan dan larangan. Pada jarimah takzir dikenal dengan hukum 
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terendah dan hukum teratas, berupa pemaafan dan hukuman mati. 

Sedangkan pengenaan sanksi terhadap pengulangan haji di Indonesia 

berupa: 

a. Melipatgandakan pembayaran dan atau pendaftaran haji untuk haji 

yang kedua, dengan alasan seorang jemaah yang mengulangi hajinya 

dikarenakan salah satunya adalah adanya ekonomi yang mudah 

didapat dan pemberian kesempatan untuk melepas rindu dari aspek 

spiritual yang tidak bisa memakai empiris ataupun akal serta untuk 

membadalkan haji orang lain. 

b. Dicoret dari daftar keberangkatan haji untuk haji yang ketiga, 

alasannya adalah sudah diberi kesempatan untuk mengulangi haji dan 

membadalkan haji, selain hal tersebut memberi kesempatan terhadap 

calon jemaah yang lain, yang sama sekali belum melaksanakan ibadah 

haji dan mempunyai tanggung jawab atas kewajiban daripada 

pengulangan, yaitu sunah. 

c. Tidak dapat mendaftar lagi bagi seseorang yang ingin melaksanakan 

ibadah hajinya yang keempat, kelima, dan seterusnya. 

B. Saran 

1. Perlu adanya suatu regulasi yang mengatur pengulangan haji terkait 

masalah waiting list dengan peraturan yang mempunyai sanksi yang tegas 

oleh Pemerintah Indonesia khususnya adalah Kementerian Agama. 
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2. Perlu adanya sosialisasi tentang filosofi dan sejarah haji, karena banyak 

dari masyarakat khususnya di Indonesia belum mengetahui esensi dan 

tujuan dari haji itu sendiri. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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Lampiran I 

TERJEMAHAN 

No.  Hlm. FN TERJEMAHAN 

BAB I 

1 3 5 Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. 

2 12 18 Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemashlahatan 
individu. 

BAB II 

3 20 4 Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. 

4 21 5 

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) 

maqam Ibrahim, Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) 

menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban 

manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup 

Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa 

mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah 

Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. 

5 21 6 

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: 

"Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan 

(bagi ibadat) haji.” 

6 21 7 (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. 

7 30 22 
Dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari 

(perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. 

8 35 33 
Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) 

orang-orang yang lalai dari shalatnya. 



II 
 

 
 

9 42 50 

Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, 

pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya 

kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, 

menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih 

kepada-Nya di waktu pagi dan petang. 

10 42 52 

Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa 

Nabi saw. menahan seseorang karena disangka melakukan 

kejahatan 

11 42 53 

Dari Abu Burdah al-An�ari ra. bahwa ia mendengar 

Rasulullah saw. bersabda: “Tidak boleh dijilid di atas 

sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah 

ditentukan oleh Allah SWT.” 

12 43 54 

Dari Aisyah ra. bahwa Nabi saw. bersabda: “Ringankanlah 

hukuman bagi oang-orang yang tidak pernah melakukan 

kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-

jarimah hudud.” 

13 53 74 

Setiap perkara bergantung kepada maksudnya 

[Diriwayatkan oleh Abu Daawud no. 4410, An-Nasa’iy no. 

4993, dan Al-Baihaqiy 8/272] 

14 53 74 
Suatu kewajiban tidak boleh ditinggalkan kecuali karena 

kewajiban yang lain. 

15 54 76 
Suatu kewajiban tidak boleh ditinggalkan karena perkara 

sunah. 

BAB III 

16 42 7 Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin �arb telah 



III 
 

 
 

menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah 

mengabarkan kepada kami Ar Rabi’ bin Muslim Al Qarasyi 

dari Mu�ammad bin Ziyad dari Abu Hurairah ia berkata: 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam menyampaikan 

khutbah kepada kami seraya bersabda: “Wahai sekalian 

manusia, Allah telah mewajibkan atas kalian untuk 

menunaikan ibadah haji. Karena itu tunaikanlah ibadah haji.” 

Kemudian seorang laki-laki bertanya, “Apakah setiap tahun 

ya Rasulullah?” Beliau terdiam beberapa saat. Hingga laki-

laki itu mengulanginya hingga tiga kali. Maka beliau pun 

bersabda: “Sekiranya aku menjawab, ‘ya’ niscaya akan 

menjadi kewajiban setiap tahun dan kalian tidak akan 

sanggup melaksanakannya. Karena itu, biarkanlah apa 

adanya masalah yang kutinggalkan untuk kalian. 

Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu mendapat 

celaka karena mereka banyak tanya dan suka mendebat para 

nabi mereka. Karena itu, kalian kuperintahkan mengerjakan 

sesuatu, laksanakanlah sebis-bisanya, dan apabila kularang 

kalian mengerjakan sesuatu, maka hentikanlah segera.” 

BAB IV 

17 94 10 
Suatu kewajiban tidak boleh ditinggalkan kecuali karena 

kewajiban yang lain. 



IV 
 

 
 

18 94 11 
Suatu kewajiban tidak boleh ditinggalkan karena perkara 

sunah. 
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Lampiran II 

PEDOMAN WAWANCARA 

- Nama   : 

- Tanggal  : 

- Lokasi/alamat  : 

- Umur   : 

- Pekerjaan  : 

- Pendidikan  : 

- Haji (berapa kali) : 

1. Berapa kali anda melaksanakan ibadah haji? 

2. Apakah dari keberangkatan haji anda ada badal haji (mewakilkan orang lain berhaji)? 

3. Berapa tahun anda menuggu keberangkatan haji yang pertama dan selanjutnya? 

4. Menurut anda bagaimana waiting list/daftar tunggu di Indonesia? 

5. Apakah haji yang dikerjakan itu murni dari penghalisan sendiri atau tugas dari KBIH atau 

kemenag? 

6. Tahun berapa saja anda naik haji dengan pembiayaan sendiri? 

7. Mengapa anda naik haji sampai kesekian kalinya? Bukankah wajib haji sekali seumur 

hidup dan Nabi juga sudah mempraktekkannya? 

8. Mengapa anda tidak menggunakan dana haji yang kedua tersebut untuk ibadah sosial 

seperti menyantuni fakir miskin, anak yatim, panti asuhan, membantu sekolah, dll., yang 

hal tersebut lebih utama dari pada ibadah individu seperti haji yang kedua dan 

seterusnya? 

 





PETUGAS HAJI 

NO. TAHUN PETUGAS NASIONAL PETUGAS DIY 

1. 2010 M/1431 H 3.335 67 

2. 2011 M/1432H 3.570 61 

3. 2012 M/1433 H 3.588 63 

 

PENGULANG HAJI 

No. Tahun PERNAH HAJI/BELUM DIY Nasional  Keterangan  

1. 2010 M/1431 H 
PERNAH HAJI 81 2690  

BELUM PERNAH 3.075 193.622 

2. 2011 M/1432 H 
PERNAH HAJI 90 2.804 Tambahan 

kuota 10.000 BELUM PERNAH 3.164 197.209 

3. 2012 M/1433 H 
PERNAH HAJI 102 2.663  

BELUM PERNAH 2996 190.622 

 

BATAL HAJI 

No. TAHUN DIY 
NASIONAL 

BATAL PERMANEN BATAL AKTIF 

1. 2010 M/1431 H 8 777 110 

2. 2011 M/1432 H 13 537 181 

3. 2012 M/1433 H 14 268 1077 

 

Staf Ahli Kakanwil Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta  

Agus Nurbudiatno, S. T.  

agusnurba@yahoo.co.id 
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